
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. ( 0293 ) 788181  

 Fax. ( 0293 ) 788122 Kode Pos 56511 Website  www.magelangkab.go.id 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR:180.186/42/KEP/23/2025 

 
TENTANG 

 
PENDAMPING RAPAT KERJA KOMISI DPRD DALAM PEMBAHASAN  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 pada Rapat Kerja DPRD perlu menunjuk Pendamping 
Rapat Kerja  DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah 
tentang Pendamping Rapat Kerja Komisi DPRD dalam 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

SALINAN 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  6.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Magelang Nomor 88); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  

KESATU : Pendamping Rapat Kerja Komisi DPRD dalam Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.  

KEDUA  : Pendamping Rapat Kerja Komisi DPRD sebagaimana dimaksud 

pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mencatat setiap pembahasan dalam rapat kerja komisi  DPRD 

dengan Perangkat Daerah terkait; 

b. memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan 
pertanyaan rapat kerja komisi  DPRD apabila diperlukan; dan 

c. melaporkan hasil pembahasan rapat masing-masing komisi  

kepada pemberi tugas paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat  
kerja komisi  berlangsung.  

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Rapat Kerja Komisi 
DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Daerah. 

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. 

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 
2025. 

   
 

Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 1 Juli 2025                        
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 
Drs. ADI WARYANTO 

Pembina Utama Madya 

196603041992031007 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

uai dengan aslinya Salinan ses
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DISDUKCAPIL,

        
       Pembina Tingkat I   
NIP. 196812281994031006

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

${ttd_pengirim}${ttd}
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LAMPIRAN   

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR: 180.182/42/KEP/23/2025 
TENTANG 
PENDAMPING RAPAT KERJA KOMISI DPRD TENTANG 

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2024   

 

PENDAMPING RAPAT KERJA  DPRD DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS 
PERANGKAT DAERAH YANG 

DIDAMPINGI 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1 Drs. BASUKI ROCHMAD Perencana Ahli Muda pada Bappeda 

dan Litbangda 

1. Sekretariat DPRD 

2. Badan Kesbangpol  

3. Satpol PP dan PK 

4. BPPKAD 

5. Bagian Pemerintahan 

6. Bagian Organisasi  

7. Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan 

8. Bagian Umum 

9. Bagian Hukum  

10. Kecamatan 

11. Inspektorat 

12. Disdukcapil 

13. BKPPD 

14. Dipermasdes 

Apabila terjadi 
mutasi 
jabatan/staf 
maka 

penggantinya 
secara langsung 
menggantikan 

kedudukan dalam 

tim dimaksud  

2 EKO SUPRIYADI, S.E., GCGPP. Perencana Ahli Muda Pada Bappeda 

dan Litbanda 

3 LUDFI KRISNAWATI, S.S., M. Sc. 

 

Perencana Ahli Pertama pada Bappeda 

dan Litbangda 

4 NUR PUJI SUYANTO Pengelola Data dan Informasi pada 

Bagian Adminbang 

5 FAZA SALSABILA ZANNUBA 

RAHMAN, S.A.P. 

Analis Kebijakan Ahli Muda pada 

Bagian Adminbang 

6 ESTI NUR SUBEKTI, A.Md. Penyusun Laporan Keuangan pada 

BPPKAD 

  7 

 

8 

 

PONO, S.Sos., M.M. 

 

HISDAN SATRIA YUDHA, S.Kom,I. 

Analis Kebijakan Ahli Muda Pada 

Bagian Kesra  

Penelaah Teknis Kebijakan Pada 

Bagian Kesra 
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1 2 3 4 5 

9 ASEP RAHMAT, S.P., M.Si. Perencana Ahli Muda pada Bappeda 
dan Litbangda 

1. Dinas Pertanian dan Pangan 

2. Dinas Perdagangan Koperasi 
dan UKM 

3. Dinas Peternakan dan 
Perikanan 

4. Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olah raga 

5. DPMPTSP 

6. Bagian Perekonomian dan 
SDA 

7. BUMD 

 

10 MASKUR, S.T., M.Eng. Perencana Ahli Muda pada Bappeda 
dan Litbangda 

 

11 NENENG SUSANTI, S.E., M.M. Analis Kebijakan Ahli Muda pada 
Bagian Adminbang 

 

12 HADIYATUN NADHIROH, S.E. Kasubid Pelaporan pada BPPKAD 

 

 

13 FATHUROHMAN, S.Ag. 

 

Penelaah Teknis Kebijakan pada 
Bagian Kesra 

 

14 RINA SURYANINGSIH Pengadministrasian Perkantoran pada 
Bagian Kesra 

 

15 V. S.  DOAN JUNIARDA, S.T., M.T. Perencana Ahli Madya pada Bappeda 
dan Litbangda 

1. DPUPR 

2. DPRKP 

3. Dinas Perhubungan 

4. Diskominfo 

5. Bagian Adminbang 

6. Bappeda dan Litbangda 

7. Dinas Lingkungan Hidup 

8. Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa  

 

16 IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T. Perencana Ahli Muda pada  Bappeda 
dan Litbangda 

 

17 FARIDA NURUL AINI, S.T., M.Eng. Analis Kebijakan Ahli Muda pada 
Bagian Adminbang 

 

 18 

 

UMI KURNIATI, A.Md.Kom. Pranata Komputer Terampil pada 
BPPKAD 

 

19 FAMILA FEBRI KURNIAWATI, S.E. 

 

Penelaah Teknis Kebijakan pada 
BPPKAD 

 

20 

 

M. SAFRODIN ZULFA, S.Ag. Penelaah Teknis Kebijakan Pada 
Bagian Kesra 

 

21 KHUSNA NURFIDA, S.Sos. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada 

Bagian Kesra 
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1 2 3 4 5 

22 SRI PENI, S.E, M.Pd. Perencana Ahli Madya pada Bappeda 
dan Litbangda 

1. Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

2. Dinas Kesehatan  

3. Dinas Sosial Pengendalian 
Penduduk ,KB dan PPA 

4. Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja 

5. Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

6. RSUD Muntilan 

7. Bagian Kesra 

8. BPBD 

 

23 WAWAN RIYADI,S.S., M.I.P. Perencana Ahli Muda pada Bappeda 

dan Litbangda 

 

24 HANA KURNIA DEWI, S.Ant, 

M.URP. 

Perencana Ahli Pertama pada Bappeda 

dan Litbangda 

 

 25 

 

DWI SUSANTI, S.Pt., M.M. Perencana Ahli Muda pada Bagian 

Adminbang 

 

26 

 

ADI KUNCORO, S.T., M.M. 

 

Sub Koordinator Pengelolaan Data 

Aset pada BPPKAD 

 

27 UMI KURNIA FITRI, S.E. Kasubid Akuntansi pada BPPKAD  

28 AGUS MULYADI, S.Ak. 

 

Penelaah Teknis Kebijakan pada 
BPPKAD 

 

29 IKA RINANINGSIH, S.E. 

 

Penelaah Teknik Kebijakan Pada 
Bagian Adminbang  

 

30 BUDIYANTO, S.Sos. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada 
Bagian Kesra 

 

 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 

Drs. ADI WARYANTO 
Pembina Utama Madya 

NIP. 196603041992031007 

 

 

 
 

 

 

uai dengan aslinya Salinan ses
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DISDUKCAPIL,

        
       Pembina Tingkat I   
NIP. 196812281994031006

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

${ttd_pengirim}${ttd}
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